BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 34 TAHUN

2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN

ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020

Menimbang :

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa,

1.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020, perlu disesuaikan kembali Pedoman Teknis Prioritas
Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun
2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34
Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi
Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang~Undang7.~. ¢



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan.?. )



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK 0.7/2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
S50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1129);
15. Peraturanﬁ .



15.

16.

17.

18.

19.

20,

21

22.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 /PMK.07/2020 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam
Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pidie Jaya Nomor 1);

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya
(Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan
Dana Gampong Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya
Tahun 2019 Nomor 34);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020
Nomor 14);

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34
Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi
Dana Gampong dan Dana Gampong Tahun (Berita Daerah
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN.]"



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA
GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2020.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong
| Tahun (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 26C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26C

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud

pada Pasal 26B ayat (2) sebagai berikut :

a. masa penyaluran BLT-Dana Gampong selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak
April 2020;

b. besaran BLT-Dana Gampong per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah) per kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni);

c. besaran BLT-Dana Gampong per bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) per kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus dan
September);

d. besaran BLT-Dana Gampong per bulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) per kepala keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November dan
Desember);

e. BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat disalurkan
sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; dan

f. keluarga penerima manfaat BLT-Dana Gampong sebagaimana diatur dalam

huruf d, mengikuti data keluarga penerima manfaat sebelumnya (April, Mei dan

Pasal II. [‘

Juni).



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8  Oktober 2020 M
20 Shafar 1442 H

BUjATI PIDIE J?AQ]

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 8 Oktober 2020 M
20 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
.KABUPATEN PIDIE JAYA, r
JAILANI
BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 36



